Menimbang

Mengingat

BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 5§ TAHUN 2014

TENTANCG

TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

: & bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas, ketertban, kemudahan identifikasi,
dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu
mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan
dinas dan kendaraan dinas operasional;

b, buhwa  berdasurkan  pertimbangan  sebapgnimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan
Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan
Dinus dan Kenduraan Dinas Operasional;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah  Tingkat Il dan
Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indenesin Tahun 1959 Nomor 73, Tambahuan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 1tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5166};

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbugaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (lenlang
Perubahan ains Undang-Unduang Nomeor 23 Tahun 2014
icntang Pemcrintahan oJaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 2496, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dacrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang  Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan [dentifikasi
Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR POLISI KENDARAAN
PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pecmerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Badan Penpelolaan Keuangan Dan Asct Daerah yang selanjutnya disinghkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara
Emim,

5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah
Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas
kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional, dan kendaraan dinas
opcrasional khusus.

6. HKendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan
dipergunakan untuk pejabatr negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.

7. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan
dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemcgang jabalan dan keglatan
operasional perkantoran,

B. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Muara Enim,

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud ditctapkannya Peraturan Bupali ini adalah dalam rangka identifikasi,
ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraluran Bupali ini adalah untuk kepentingan protckoler dan
kelancaran pelaksanaan tugas.



BAB II
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
Pasal

(1) Tanda nomor polisi kendaraan dinas diberikan untuk :
a. kendaraan perorangan dinas; dan
b, kendaraan dinas operasional.

(2] Tanda nomor polisi kendaraan dinas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG),
nomor polisi (angka), kode/ seri akhir wilavah (huruf D dan DZ) dan berbentuk plat
aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.

(3] Tanda nomor polisi kendarasan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah:

a. BG1D . Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabaran
Bupati Muara Enim
b. BG2D : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Jabatan Wakil
Bupat Muara Enim
C. BG:3D : Nomor Polisi kendaraan Dinas Operasional
Ketua DPRD
d. BG4D : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional
Kepala Kejaksaan Negerd
e. BGSD + Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional
Ketua Pengadilan Negen
I BG 6 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Opcrasional
Sekretaris Daerah
£ BG 7 DZ - Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional
Wakil Ketua DPRD
h. BG 8 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional
Wakil Ketua DPRD
i, BG 9 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operasional
Wakil Ketua DPRD
i BG 10 DZ : Nomor Polisi Kendaraan Dinas Operastonal
Ketua Pengadilan Agama
k. BG 11 D¥ sampai : Untuk kendaraan dinas operasional Esselon
dengan I, Kepala Kantor, Sekretaris KORPRI, Kepala
B 99 D7 Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten
dan Pejabat Vertikal.
1. BG 100 DZ dan : Untuk kendaraan operasional Eselon Il A
seterusnya |3 digit) dan Eselon Il B diluar huruf k.
. nomor registrasi ; Untuk Kendaraan Operasional dan diberi
4 [ empat) digit tanda berupa logo Kabupaten pada pintu

depan kiri dan kanan.

(4) Apabila kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayart [3) diganti,
maka telap menggunakan nomor palisi kendaraan scbagaiman tercantum dalam
lampiran peraturan ini

(5] Urutan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dinas sebagaimana tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1111,



Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 avat {5} dilaksanakan oleh BPKAD,

BAB Il
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini untuk kendaraan dinas milik
Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
melalui anggaran BPKAD Kabupaten Muara Enim.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Instansi Vertikal vang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas
berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan perubahan nomor
polisi kendaraan dinas jabatannya kepada Bupati melalui Kepala BPKAD,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dilaksanakan paling
lama 1 (satu} tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap orang mengetalivinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kapupaten Muara Enim.

Ditctapkan di Muara Enim

padh tanggal 2 Mavemacr 2014
BUPRTI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAl SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 21 Mavemger 2014

SEKRETARIS DAERAH

KAEJJ_I%EN_MU&RH ENIM,

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR @oSERI



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
MO0 B KPTS/BPEAD/ 2014
TAMGGAL o @ AOPEMETE 2014

TENTANG  : TANDA NOMOR POLIS] KENDARAAN PEROEANGAN DINAS DAN
EENDARAAN DINAS OPEEASIONAL DILINGKUNGAN PEMERINTAL

EABUPATEN MUAEMN EEMLM

HAMA TNSTANS] JABATAN NOMOR POLISE
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM | 1 [BUFATI MUARA ENIM BG 1 D
7o wWakllL BUPATI MUAREA EMNIR BG 2 I
DERT KABURATEM MUARA TENIM 3 |KETUA DPRD KABUPATEM MUARA EXNIM BGOG 1
KILIAKSAAN NEGERI MUARA ENIM 1 |KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM BG & D
FPEHNCGADILAN MEGERL MUARA wHIn 5 |KETUA PENCGADILAN NE':_'IEHT- MUARS ENIM B 5D
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM & |SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALIARA ENIM BG 6 DZ
7 |WAKIL KETUA DPRD KABRULPATEN MLUARA NIK M 7 DE
DPRD KABUPATEN MUARA ENIM B PWAKIL KETUA DPFED EATUPATEN MUARA EXNIM - BG & IR
"4 [WAKIL KETUA DPRI KABUPATEN MUAEA ENIM BG 9 nE |
FENGADRILAN ACtana MUARA ENIM 1 EETUA PENGADILAN ACAMA MUARA ENIM B o1 DZE
I [ASIETEN PEMERINTAHAN LUMLURM DaN KESEA Bz 11 DE
2 |ASISTEN PEREKOBANG DA SDA BG 12 DZ |
. ——— 3 |ASISTEN ADMIMISTRASL UMUM DAN KEUANGAN EG 13 DZ
4 |STAF AHLI PEMBANGUNAN AG 14 DZ
5 [STAF AlLL EKONOMI] KEUANGAN o BG 15 DZ
& |STAF AHLI SDM DAN KEMASYARARATAN EG 16 DZ
I |B2EKRETARLS B 1Y DZ
L~ 7 [KEPALA DAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN DAN ASET N B0 L00 DF
3 |kEPALA BAGIAN RAPAT, RISALAH DAN PRODUR HUKUM G Ll DE
4 [KERALA BACGIARN LIRMUB BG 102 A
1 INSIERTUR BG 18 DZE
3 |SERRETARIS BG 103 DZ
L S 3 |INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH | [ BO 104 DZ
4 NNSPERTURE PEMBANTL '-.".'[LP-‘I:'."';_H I B: 105 LS
5 |INSPEXTUR PEMBANTU WILAYAH LI Il BG 106 D7
G |[INBPEKTL R PEMBANTU WILAY AL IV THGLUT DA




MAMA TNSTANSL JARATAN NOMOR POLIEL

| EEPALMS BALAN BG 149 DF
2 |SEKRETARIS ' BG 10E 132
3 KEFALA BID RENSTRA AN PEN?[JHUN&:‘:"HC]URF‘.H B 100 3
v |KEPALA BID. EKCINOMI N BG L1D D7

3. BAPPEDA _ : _

5 |REPALA BLD. SOSIAL BUDAYA BG 1Ll DE
6 |KEPALA BID. FISIK, SARANA DAN PRASARANA AG 112 DZ |
7 |KEPALA BID, RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP BG 113 D
2 |EEPALA BIL, LITDAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN HG L4 DZ

| |KEFALA BADAN BG 20 DZ
2 SREKRETARLS s I.j-!_'j 115 DF
. 3 |KEPALA TID. ANGGARAN 0 114 DZ
R 4 |KErALA BID. PERBENDAHARAAN BG 117 DZ
5 |KEPALA BID. ASET BG 118 DZ
£ KEPALA BID. AKUMNTAMSE DAN PERTAMNGGUNGIAWARAN Gy 109 1L

1 KEPFALY BAaltAN [Ad: 21 L
2 |SEKRETARIS BG 120 DZ
— 3 |KEPALA BID. PERENCANAAN DAK DATA PEGAWAI nG 121 DZ
HRED 4 |KEPALA BID, MUTASL j BG 122 1
= |FEFALA BID. PFEMEITAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAL BG 123 DZ
5 |KEFALA BID. PEMDIGIKAN AN PELATIHAN B 124 DZ

t |KEPALA BADAN BG 22 DZ
2 |SEEKRETARIS BG 125 DE
3 |KEPALA BID, PP A DAN PERLINDUNGAN ANAE : NG 126 DZ
G . BEBFP DAN PA 4 |KEPFALA BID. PENGENDALIAN PENDUDUK BG 127 D2
5 |KEPALA BID. (B DAN KESEHATAN REPRODUKSI BG 128 DZ
& |KEPALA BID. ADVOKAS], PERGERAKAN DAN [NFORMAS] BG 129 DE
— |KEPALA BID. K& DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA HG 120 DZ

1 |KEPALA BATIAN BG 22 DZ
T BERKRETARIS BSG 131 E
_ N _ 3 |KEPALA BID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TTG HG 132 DZ
v BADAN PEMBE MASYARAKAT DAY PEMDES _ : Dz
: |HEFALA NID. PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSTUD DESA oG 133 DZ
% |REPALA BID BINA PENDAPATAN DAN ASET DESA BG 131 DE
e [REPALA BID. PEMERINTAIIAN DAN ADMINISTRASI DESA HG 135 DZ




NAMA INSTANSI JARATAN NOMOE POLIS]
1 |KEPALA BADAN BG 24 D7
@ SEEREETARIS Gl 136 L'I?
& BADAN KESEANG POL T3 [KEPALA BID. IDEOLOG] KEBANGEAAN DAN WASHAL BG 137 DZ
5 |KEPALS BID. HAN BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN BG 138 D
5 I-:'I-',E.‘;l]_.ﬂ_ BID POL DaLAM HEGERI DAaN KETAHATIAX EICCM O BG 1349 DE
EEPALS Balian BG 25 D&
2 |SEKRETARIS BG 140 1
a BEK 3 |KEPALA BID. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN BG 141 DZ
4 KERALA TID, KELEMBAGAAN 34N KETENAGAAM BOGo142 l:l;
= [%EPALA BID. INFORMASI DAN FELATIHAN BG 143 DZ
1 |KEPALA BADAN - BG 26 DE
2 |sEKRETARIS BG 144 DE
10, BADAN PEN. MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 3 |REPALA BID. FENANAMAN MODAL BG 145 DZ
4 |KEPALA QI PELAYANAN PERIAINAMN TEEPADU [y 146 LI
5 KEPALA BID. DATA DAN PENGELOLAAN PEMNOGALUAN BG 147 THE
1 |KEPALA BADAN BG 27 DF
2 |SERRETARIA By 144 L'Il-"_'-
o 3 |KEFALA BID. TATA LINGKUNGAN BG 149 DE
1. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4 |KEPALA BID. PENG, PENCEMARAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN B 150 DE
5 |KEPALA B0, PENG. KERUSAKAN DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN nG 151 DZ
& |EFALA BID. PEMB. SAR TEKNIS AN KOMUNIKAS] LINGKLNGAN BG 152 DE
1 KEPALA DINAS Bix 2E [E
3 SEERETARIS Fiii 153 B2
(2 . DINAS PENDAPATAN DAERAIL 3 |KEPALA BID. PAJAK DAERAH B 154 DF
+ |KEPALA GBI, PBE. BFHTE DAN RETRIBUSL RBG 155 DZ
= |KEFALA BID. DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN LAINNYA BG 156 D7
| |KEPALA [INAS BG 20 T3
5 |SEKRETARIZ BG 157 D2
3 |KEPALA BID. PELAYANAN KESEHATAN EG 158 D
L3 . DINAS KESEHATAN < |KEFALA M0, FENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN G 150 DZ
= [REFAL® BID, PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA KESEHATAN B0 160 15
. |KEPALA BID, JAMINAN DAN SARANA KESEIIATAN BG 161 D




MAMA INSTANS]

JAaBAaTAN

MOMOE POLIS

1 |KEPRALA DINAS BO A0 DZ
7 |BEKRETARIZ BG 162 DZ
5 |KEPALA BLD. PENDIDIKAN DASAR BG 163 D7
{4, DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBLUDAYAAN 4 |FEPALA BID. FENDIDIKAN MENEGAH HG 164 DF
= |KEPALA DID. SARANA DAN PRASBARANA G 1658 D7
s |REFALR BID. PAUD, HON FORMAL, (NFORMAL DAN RESISWAAN BG 166 7
F KEPALA BID. REQLIDAYAAN BG 167 E
1 [KEFALA DINAS BG Al DZ
7 |SEKRETARIS BG 168 DE
16 DHNAS SOSIAL 5 [KEPALA TIIZ. BANTUAM DAN JartiMAaN S051AL Bl 104 D2
4 |KEPALA BID. PELAYANAN DAN REHARILITAS! SOSIAL BG 170 D
= |EEPALA BID. DATA DAN PELAFORAN BOG LTLDZ
7 |KEPALA DINAS B 22 DF
3 |SEKRETARIS BG 172 DE
L6 DIMAS TENAGA KERIA DAN TRANSMIGRAS] & JREFADA HILU PELATIHAR DAN PENEMPATAN TENAGH KERA | EEE
4 |KEPALA RID. HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWABAN hGOITE DE
"5 |KEPALA BID. TRANSMIGRAST Be 175 D
1 |KEPALA DINAS BG 22 07
5 |SEKRETARIS Be 176 DE
5 |KEPALA BID. PRODUKST TANAMAN PANGAN BG LT7 DZ
17, DINAS TR DAN HORTIKULTURA % |REPALA BID. PRODUKSI HORTKULTURA BG 178 DZ
s [KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA BE 179 132
g |LERALA BID. TANL PENGOLAHAN DAN FEMASARAN FARIL B L8O DF
KEPALA THNAS B 31 D&
2 |SEKRETARIE " lenisioz
[ |KEPALA BID, PETERMAKAN BG 152 DL
18 , DINAS PETERNAKAN AN PERIKANAN 4 |KEPALS BID. SARANA DAN PRASARANA BG 183 D7
5 |REFALA BID. KESEHATAN HEWAN DAN [KAN B 182 DZ
& |KEPALA BID, PERIKANAN GO 1HS DZ




NAMA INSTANSI ]__ JABATAN NOMOR POLISI
F‘ S 1 |KEPALA DINAS BG 35 DZ
2 |SEKRETARLS B 1RA DA
10 DINAS PERKESUNAN 3 |KEPALA BID, PRODUKSL | BG 187 DZ
4 |KEPALA BID. USAHA DAN PERREBUNAN B0 185 DZ
5 |KEPALA BID. PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL BG 189 DZ
] KEPFALA DINAS Hi; 36 DZ
2 [SEXRETARIS B 190 DZ
A0 BINAS KEHUTANAN 3 |KEFALA BID. PENATAGUNAAN HUTAN HG 191 D2
4 |KEPALA BID, PELESTARLIAN HUTAN [DAN LaHAN BG 1592 13
5 |KEPALA BID. USAHA DAN PENDAPATAN HUTAN BG 193 DZ
1 |KEPALA DINAS BG A7 D2
2 |SEKRETARIS BG 194 DZ
1. DINAS KEPEND DAN PENCATATAN SIPIL 3 |KEPFALA BID, PENDAFTARAN PENDUDUK M 195 D2
4 |KEPALA BID. PENCATAN S1PILL Bia 196 [IE
3 [KEPALA BID. DATA DAN EVALUSI BG 197 DZ
1 [EEPALA DINAS B0 38 D2
2 |SEKHETARIS BG 198 DZ
27 DINAS PERTAMBANGAN DAN EXEROH 3 [KEFALA BID. ENER BG 199 NZ
& |KEPALA HID, PERTAMBANGAN BG 200 DZ
5 |KEPALA BID, GECQLOGI A 201 DE
1 |KEFALA DINAS nG 49 DZ
3 |SERRETARIS BG 202 DZ
3 |KEPALA BID. BINA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEENIS nG 203 DZ
23. DINAS PU BINA MARGA DAN FENGAIRAK 1 |KEPALA BID. BINA PEMBARGLNAN BG 204 DZ
5 |KEFALA DID, BINA PEMELIHARAAN DAN PEMANFATAAN 138G 205 DZ
fh |REPALA BID. PENGAIRAN B 206 132
| |KEFALA DINAS BG 40 D7
"3 |SEKRETARIS G 207 DZ |
3 |KEPALA BID. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN BG 208 DT,
24, DINAS PU CIPTA KARYA 4+ |KEEPALA NID. PERENCANAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN HG 209 DZ
5 |KEPALA BID), PENATAAN PEMUKIMAN BG 210 D2 |
6 |KEPALA BID. PERUMAHAN BG 210 0




MARMA INSTANS] JABATAN NOMOR FOLISL
| [KERALA DINAS BGAL 134
4 |SEKEETARLS B 212 DE
5 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA o |KErALA BID. PARIWISATA DAN ERONCMI KREATIF BG 213 0OF
4 [KEPALA BT KEPEMUDAAN BG 214 DF
|5 |xEPALA BID. OLAHARAGA BG 215 DF:
| |EEPALS DINAS B 42 DZ
5 |BERRETARIS BG 216 DZ
26 _DINAS PERHUBUNGAN 5 |KEPALA BID. ANGKUTAN [t 217 D2
4 |KEPALA BIIL. FEMNGENDALIAN OPFERASIONAL O 218 DA
= |KEPFALA BID. TEKHIS SARPRAS KESELAMATAN LALLT LINTAS aG 218 N
1 [KEPALA DINAZ BG 45 DZ
| - [SEKRETARIS BG 220 DZ
27 DINAS KOPERAS] UKM q xEPALA BID, FASILITAS PEMBIAYAAN B 22l OF
4 |KEPALA BID. KOPERASL BG 222 DZ
5 [KEPALA BID, BINA UsAHA, USAHA KECIL DAN MENEGAT BG 239 OF
1 |KEPALA DINAS B 44 DE
5 |BEKRETARIS B 224 DT
5 |EEFALA BID. PERINDUSTRIAN Bo 925 OF
28 . DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 |KEPALA BID. PERDAGANGAN B0s 996 TF
= [KEPALA BID. PERLINDUNGAR KONSUMEN [ 297 DZ
& |KEPALA BID. SARANA DAN PRASARANA G 738 D%
1 |EERALA SATUAN R 45 07
5 |KEPALA BAGIAN TATA USAHA 3 BG 229 DZ
2 |REPALA BID PENEGAKAN PERUNDANG-LINDANGAN DA ERAII BG 230 OZ
20 2ATUAN POL ' DAN LINMAS 7 [REPALA BID TIBUM DAY KETENTRAMAN MASYARAKAT Bl 231 D2
5 [KEPALA BID SUMBER ThAYA APARATUR T 232 02
o |KEPALA BID PERLINTAINGAN MASYARARAT [ 233 DZ




NAMA [INSTANS] JABATAN NOMOR POLISI
| |KETUA BADAN KEHORMATAN HG ah OF
5 |KETUA Komist | 50 47 D2
a EETUA KOS LT BG 48 DE
4 KETUA KOS HG 4% OF
BPRD KARUPATEN MUARS ENIM : T A ROMLE] Y ST
5 |EETUA BADAN ANGGARAN BG Bl D7
= |KETUA BADAN MUSYAWARAH 3 HO 57 OZ
g |KETUA BADAN LEGISLASI s 53 D2 ~ b
30, KANTOR KETAHANAN PANGAN 1 |KEFALA EANTOR [G 54 D%
31, LANTOR PERPUSTAKAAN | |KEPALA KANTOR B 55 07
32, KANTOR KOMINFO | |KEPALA KANTOR BEG 56 DV
KANTOR KEMENTERE[IAN AGARMA I |KEPALA KANTOR BG 57 ¥
| |DIRERTUR BG S8 D7
5 |KEPALA BAGIAN TATA USATIA S0 234 OF
23 REUMD RABAIN q EFEPalLs BLD. FELAYANAN MELDLK iy 235 07
. |REPALA BID. REFERAWATAN R 36 DT
= [KEFALA BID. PENGENDALIAN MUTU PELAYA NAN G 237 DZ
34, BADAN PEMNANGOULANGAN BEMCANA DAERAH 1 |KEPaLs PELAKSANA BG 59 DX
1 |KEPFALA BAGIAN PEMERINTAHAN LMUM B 60 DZ
2 JKERALA BAGIAN KESEIA HTEE_-‘L."l..'."i RaKYAT Hi: 61 DZ
3 |EEPALAS BAGIAM HLIKUM fis a2 DE =
4 |KEPALA BAGIAN ORGAMIEAL] B4 A3 [
5 |KEPALA BAGLAN PEREKONOMIAN DAN PEMIANGUNAN BG 64 DZ
SERRDTARIAT DARRAR KARUDAT SN ARA BTN b |REPALA BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM BO A5 DE
7 |KEPALA DAGIAN UMUM B 66 DE
B lKERALA BAGIAN ADMIMNISTREAZ] KEUANGAN B GY DE
B |KEPALA BAGIAN PERLENGEAPAN | BO 68 DEZ
10 [KEPALA BAGLAN HLUMADS DAN PROTOROL

[ELEN IR W




HAMA [NSTANSI

JABATAN NOMOR POLISL
i1 JCAMAT SEMEMDE DARAT LILL GG 70 D
(2 |CAMAT SEMENTE DARAT TENGAH LA B e
17 [CAMAT SEMENDE DARAT LAUT B T2 DE
: CAMAT TANFUNG AGLIMNG BG T DA
18 [CasAT LAWANG KILL [5G T4 1

6 JCAMAT MUARA ENDM B 75 DE
L7 cramm: UJAMN MAS i Gl Th D2
18 |CAMAT GUMLNG MEGANG B 77 DZ
1o |CAMAT RAMBANG DANGEU Hi: 7R DE
an [CAMAT SUNGAL ROTAN BG 7o DE
KECAMATAN LINGEUP KABUPATEN MUARA EXNIM —
21 |[CAMAT GELUMBANG BG B0 DF
29 |CAMAT LEMBAK BG A1 DZ
a7 |CAMAT LUDBAL 30 82 DE
24 [CAMAT RAMBANG BG83 DF
a5 |CAMAT BENAKAT BG 84 DE
an [CAMAT MUARA BELIDA B K5 T
27 |cAMAT KELEKAR B0 RS DF
28 lcaMaT LUBAI ULL R BT D4
20 |cAMAT BELIMBING A HE DZ
a0 |CAMAT HELIDA DARAT Hi: A0 DE
SRKRETARIAT KFU KAGUPATEN MUARA ENIM | [PRRERIARE KRR MUY A B BGO0 D2
BIN EARUPATEN MUARA ENIM I |KEPALA KAMTOER BEN KABUPATEN MUARA ENIM BG Al 02
BIRD PUSAT BTATISTLR 1 |KEPALA KANTOR BPS KAGLIPATEN MUARA EXNIM BG %2 DIE
a5, SEKRETARIAT KORPRL | [SEKRETARIS

B 5 T




MAMA INSTANSI

JABATAN MOMOR POLES]
CabaMGAN TG A [
CANANGAN i G D
CalaNGAN BiG aahE
CabaMGAN TG 97 1k -
CADANGAN B 4g DL
CADANGAN

|| HEG 99 D2
|
]

!

BU @1 UARA EMNIM
1

MUTAKLE 54l SOHAR




